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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN  

PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 20 ayat 

(3), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah 

Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 

Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tatalaksana Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN 

TRADISIONAL KOMPLEMENTER. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan 

dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu 

pada pengalaman dan keterampilan turun temurun 

secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. 

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah 

penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan 

ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta 

manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.  

3. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional 

serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 

melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan upaya kesehatan tradisional. 

6. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatan pada Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Komplementer. 

7. Griya Sehat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Tradisional yang menyelenggarakan perawatan/ 

pengobatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga 

Kesehatan Tradisional. 

8. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang 

berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, 

sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan 

tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 
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untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku di masyarakat. 

9. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional 

yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis 

pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Komplementer. 

10. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang 

selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang 

diberikan kepada Tenaga Kesehatan Tradisional dalam 

pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer.  

11. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja 

yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 

untuk menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

12. Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional yang 

selanjutnya disebut sebagai Organisasi Profesi adalah 

wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika 

profesi Tenaga Kesehatan Tradisional. 

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

bertujuan untuk: 
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a. menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan 

Tradisional Komplementer yang aman, bermutu, dan 

efektif; 

b. memberikan acuan  dalam penyelenggaraan Pelayanan 

Kesehatan Tradisional Komplementer bagi Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, fasilitas 

pelayanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Tradisional; 

dan 

c. terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara 

berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan lintas sektor terkait. 

 

BAB II 

PELAYANAN 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas 

pelayanan kesehatan tradisional.  

(2) Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 

tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional 

Komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di 

fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan 

Kesehatan Tradisional integrasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 4 

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer harus 

memenuhi Kriteria:  

a. dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan 

manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah 

bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak 

bertentangan dengan norma agama dan norma yang 
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berlaku di masyarakat; 

b. tidak membahayakan kesehatan Klien;  

c. memperhatikan kepentingan terbaik Klien; dan 

d. memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan 

kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, 

dan meningkatkan kualitas hidup Klien secara fisik, 

mental, dan sosial.  

(2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa tidak 

memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, 

dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib. 

(3) Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di 

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa tidak melanggar nilai-nilai kesusilaan, 

kesopanan, hukum, dan budaya. 

 

Pasal 5 

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 

mempunyai ciri khas: 

a. konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional; 

b. berbasis budaya; 

c. prosedur penetapan kondisi kesehatan individu 

(prosedur diagnosis); 

d. penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosis); 

dan 

e. tatalaksana perawatan/pengobatan. 

(2) Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh 

ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, 

sosial, dan budaya; 

b. manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan 

penyembuhan diri sendiri (self healing); dan 

c. penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik 

(menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk 

menyeimbangkan kembali antara kemampuan 

adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan. 
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